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RINGKASAN 

 

KONSTITUSIONALITAS PEMBENTUKAN PERATURAN 

PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 

2022 TENTANG CIPTA KERJA (STUDI PUTUSAN MK NO 54/PUU-

XXI/2023)  

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang 

kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Sebagai 

negara hukum, Indonesia menjadikan konstitusi dan regulasi sebagai dasar tertib 

hukum untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Pembentukan regulasi 

harus mematuhi asas-asas hukum, memiliki landasan filosofis, yuridis, dan 

sosiologis, serta menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam 

konteks Perppu, presiden memiliki kewenangan terbatas untuk menerbitkannya 

dengan alasan kegentingan yang memaksa, tetapi tetap memerlukan persetujuan 

DPR sebagai bentuk checks and balances. Kasus Perppu Cipta Kerja 

menimbulkan kontroversi, terutama terkait alasan penerbitannya yang dianggap 

tidak memenuhi kriteria kegentingan. Putusan MK 54/PUU-XXI/2023 yang 

menyatakan Perppu ini konstitusional tetap mengundang pro dan kontra. 

Penelitian ini bertujuan menganalisis regulasi ini dalam kerangka demokrasi 

konstitusional, memastikan prinsip kedaulatan rakyat tetap terjaga dalam 

pembentukan hukum di Indonesia.  

Penelitian ini mengkaji teori demokrasi konstitusional yang menegaskan 

bahwa setiap regulasi harus sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dan 

konstitusi. Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan berlandaskan 

asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dalam konteks kegentingan yang 

memaksa, presiden berwenang menerbitkan Perppu sebagai langkah darurat, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUD 1945. Penelitian ini menganalisis 
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Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dalam kaitannya dengan 

prinsip-prinsip tersebut, sesuai dengan Putusan MK 54/PUU-XXI/2023.   

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif 

dengan fokus pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami peraturan hukum serta konsep-

konsep yang relevan dengan pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Pendekatan 

perundang-undangan digunakan untuk mengkaji dasar hukum pembentukan 

Perppu sesuai dengan Pasal 22 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pendekatan kasus 

dilakukan dengan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 

54/PUU-XXI/2023 yang menyatakan Perppu ini konstitusional, termasuk aspek 

formil dan materiil yang diuji dalam putusan tersebut. Pendekatan konseptual 

diterapkan untuk memahami teori demokrasi konstitusional, prinsip checks and 

balances, serta konsep kegentingan yang memaksa sebagai landasan penerbitan 

Perppu. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji konstitusionalitas 

pembentukan Perppu Cipta Kerja secara komprehensif, termasuk implikasinya 

terhadap sistem hukum Indonesia dan prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi inti 

dari demokrasi konstitusional.  

Rekomendasi penelitian ini yaitu pemerintah dan DPR diharapkan lebih 

berhati-hati dalam menggunakan instrumen Perppu, dengan memastikan bahwa 

seluruh elemen kepentingan yang memaksa dapat diukur secara obyektif, 

didukung bukti konkret, serta dikomunikasikan dengan transparan kepada 

masyarakat. Juga perlu adanya perbaikan mekanisme legislasi untuk 

meningkatkan partisipasi publik dalam pembentukan peraturan, sehingga proses 

pengambilan keputusan mencerminkan prinsip demokrasi yang lebih inklusif.  
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SUMMARY 

 

CONSTITUTIONALITY OF THE FORMATION OF GOVERNMENT 

REGULATION IN LIEU OF LAW NUMBER 2 OF 2022 ON JOB 

CREATION (STUDY OF MK DECISION NO. 54/PUU-XXI/2023) 

 

This research is motivated by the Government Regulation in Lieu of Law 

(Perppu) Number 2 of 2022 concerning Job Creation which was later ratified as 

Law Number 6 of 2023. As a country of law, Indonesia makes the constitution 

and regulations the basis for legal order to create a prosperous society. The 

formation of regulations must comply with legal principles, have philosophical, 

juridical, and sociological foundations, and guarantee legal certainty, justice, and 

benefits. In the context of the Perppu, the president has limited authority to issue it 

on the grounds of compelling urgency, but still requires the approval of the DPR 

as a form of checks and balances. The case of the Job Creation Perppu has caused 

controversy, especially regarding the reasons for its issuance which are considered 

not to meet the criteria of urgency. The Constitutional Court Decision 54/PUU-

XXI/2023 which stated that this Perppu is constitutional still invites pros and 

cons. This study aims to analyze this regulation within the framework of 

constitutional democracy, ensuring that the principle of people's sovereignty is 

maintained in the formation of law in Indonesia.  

This study examines the theory of constitutional democracy which 

emphasizes that every regulation must be in accordance with the principles of 

people's sovereignty and the constitution. The concept of forming laws and 

regulations is based on the principles of legal certainty, justice, and benefit, as 

regulated in Law Number 12 of 2011. In the context of compelling urgency, the 

president has the authority to issue a Perppu as an emergency measure, as 

regulated in Article 22 of the 1945 Constitution. This study analyzes Perppu 

Number 2 of 2022 concerning Job Creation in relation to these principles, in 

accordance with the Constitutional Court Decision 54/PUU-XXI/2023.  
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The research method used is a juridical-normative approach with a focus on 

the legislative, case, and conceptual approaches. This study aims to analyze and 

understand legal regulations and concepts relevant to the formation of 

Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) Number 2 of 2022 concerning 

Job Creation. The legislative approach is used to examine the legal basis for the 

formation of the Perppu in accordance with Article 22 of the 1945 Constitution 

and Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation. The case 

approach is carried out by analyzing the Decision of the Constitutional Court 

(MK) Number 54/PUU-XXI/2023 which states that this Perppu is constitutional, 

including the formal and material aspects tested in the decision. The conceptual 

approach is applied to understand the theory of constitutional democracy, the 

principle of checks and balances, and the concept of compelling urgency as the 

basis for issuing the Perppu. This method allows researchers to comprehensively 

examine the constitutionality of the formation of the Perppu Cipta Kerja, 

including its implications for the Indonesian legal system and the principle of 

popular sovereignty which is the core of constitutional democracy.   

The recommendation of this research is that the government and the DPR 

are expected to be more careful in using the Perppu instrument, by ensuring that 

all elements of compelling interests can be measured objectively, supported by 

concrete evidence, and communicated transparently to the public. There also 

needs to be an improvement in the legislative mechanism to increase public 

participation in the formation of regulations, so that the decision-making process 

reflects more inclusive democratic principles. 
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ABSTRAK 

 

KONSTITUSIONALITAS PEMBENTUKAN PERATURAN 

PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 

2022 TENTANG CIPTA KERJA (STUDI PUTUSAN MK NO 54/PUU-

XXI/2023) 

  

Tata cara pembentukan undang-undang di Indonesia diatur dalam Pasal 22A UUD 

NRI 1945 dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (UU P3), terakhir diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 

2022. UU P3 menekankan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, 

namun dalam praktiknya sering terjadi masalah formil maupun materiel. UU 

Cipta Kerja (UU Ciptaker) menuai kritik, terutama karena metode omnibus law 

yang dianggap melanggar prinsip tata kelola yang baik. Putusan MK No. 91/PUU-

XVIII/2020 menyatakan UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat dan harus 

diperbaiki dalam dua tahun dengan melibatkan partisipasi publik. Namun, 

pemerintah dan DPR justru menerbitkan Perppu No. 2 Tahun 2022, yang 

kemudian disahkan menjadi UU No. 6 Tahun 2023, langkah yang dinilai 

bertentangan dengan Putusan MK No. 91/2020.  Penelitian ini menggunakan 

metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Data 

utama berasal dari dokumen peraturan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan 

literatur ilmiah. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengkaji kesesuaian 

prosedur pembentukan Perppu dengan prinsip konstitusionalitas. Penelitian ini 

juga membahas implikasi yuridis dan konstitusional dari Putusan MK No. 

54/PUU-XXI/2023, termasuk dissenting opinion dari empat hakim konstitusi.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Perppu No. 2 Tahun 2022 

tidak sepenuhnya memenuhi kriteria darurat sebagaimana diatur dalam Pasal 22 

UUD 1945 dan Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009. Penetapannya menjadi 

undang-undang juga tidak mencerminkan partisipasi publik yang bermakna, 

sehingga berpotensi melanggar prinsip transparansi, akuntabilitas, dan hak 

masyarakat.  

Kata Kunci: Perppu, Cipta Kerja, Demokrasi Konstitusional, Mahkamah 

Konstitusi, Kepentingan Memaksa.  
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ABSTRACT 

 

CONSTITUTIONALITY OF THE FORMATION OF GOVERNMENT 

REGULATION IN LIEU OF LAW NUMBER 2 OF 2022 ON JOB 

CREATION (STUDY OF MK DECISION NO. 54/PUU-XXI/2023) 

  

The procedure for drafting laws in Indonesia is governed by Article 22A of the 

1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945) and Law 

Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation (UU P3), which was 

most recently amended by Law Number 13 of 2022. UU P3 emphasizes the 

principles of legal certainty, justice, and utility, but in practice, formal and 

material issues frequently arise. The Job Creation Law (UU Ciptaker) faced 

criticism, particularly for using the omnibus law method, which was deemed to 

violate good governance principles. Constitutional Court Decision No. 91/PUU-

XVIII/2020 declared the Job Creation Law conditionally unconstitutional, 

requiring revisions within two years with meaningful public participation. 

However, instead of making the required amendments, the government and the 

House of Representatives (DPR) issued Government Regulation in Lieu of Law 

(Perppu) No. 2 of 2022, which was later enacted as Law No. 6 of 2023, a move 

considered contradictory to Constitutional Court Decision No. 91/PUU-

XVIII/2020.  This study adopts a normative juridical method with a statutory and 

case approach. The primary data comprises regulations, Constitutional Court 

rulings, and related scholarly literature. The analysis is conducted qualitatively to 

evaluate the procedural compliance of Perppu No. 2 of 2022 with constitutional 

principles. The study also examines the legal and constitutional implications of 

Constitutional Court Decision No. 54/PUU-XXI/2023, including dissenting 

opinions from four constitutional judges.  The findings reveal that the issuance of 

Perppu No. 2 of 2022 does not fully meet the emergency criteria stipulated in 

Article 22 of the 1945 Constitution and Constitutional Court Decision No. 

138/PUU-VII/2009. Its enactment as law also lacked meaningful public 

participation, raising concerns about potential violations of transparency, 

accountability, and public rights principles.  

Keywords: Perppu, Job Creation, Constitutional Democracy, Constitutional 

Court, Compelling Circumstances. 
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